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BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR /2 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten
Lahat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang embentukan Daerah Tingkat
II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo 4280);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan pemerintoh Daerahh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerag dan Retribusi
(Lembaran Negara Republik Indonesiu Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerahh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan 1.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Kctiga Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan I'iotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemecrintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan l.einbaran Negara RI Nomor 5430);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemecrintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Kcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Ncgara Repubiik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8§ Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemcrintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20!! tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, scbagaimana tclah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tabun 2006 tentang Pedomian Pengelolaan Keuanpan Daerah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok—
Pokok Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2008 Nomor 13) scbagaimana telah dubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Luhat Nemor 13 Tahun 2008 tentang Pokok—Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Lahat Tahun
e T4 % Ra I N PRSUGRBSE ¥ o b )



21. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Iahat Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Iahat Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 05);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016

Nomor 01 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAIIUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Dacrah ............. Rp. 189.584.741.246,38
2. Dana Perimbangan .................... ... Rp. 1.045.949.827.405,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah.. ... Rp  422.311.990.397.92
Jumlah Pendapatan s s RP. 1.057,846.559.049,30
b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai.................... Rp. 692.822.708.428,00
b. Belanja Hiban........................ Rp.  16.119.846.954.00
¢. Belanja Bantuan Sosial.................... Rp. 198.500.000,00
d. Belanja Bagi Hasil..................... Rp.  3.265.088.564,00
¢. Belanja Bantuan Kcuangan................. Rp. 138.924.205.649,00
f. Belanja Tidak Terd 1717 OO Rp. 1.965.800.000.00

Rp. £53.296.149.595,00
2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai .................... Rp.  19.886.934.335,00
b. Belanja Barang dan Jasa ........ Rp. 357.610.719.631,49
¢. Belanja Modal ....................... Rp. 471.385.151.681.95
Rp. 848.882.805.648,44
Jumlah Belanja .......................... Rp. 1.702.178.955.243 44
Surplus/(Defisit)................ Rp. (44.332.396.194,14)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan............................. Rp. 139.284.938.459,34
b. Pengeluaran.....oo.ooovovooveenn, Rp.  8.990,989.694.86
Jumlah Pembiayaan Netto........ Rp.  130.293.948.764.48
Sisa Lebih Pembiayaan A nggaran
Tahun berkenaan Rp.  85.961.552.570,34
pal\ﬂl 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebacaimana dimakend dalame Deooi 1



Pasal 3

Ringkasan Laporan Rcalisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci
lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam lampiran II Rancangan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lahat ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 26- 07' 2016
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Diundangkan di Lahat
ada tapneeal % T 0

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016 NOMOR ..{8



